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BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 29 TAHUN 2005
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Kedudukan Protokoler;
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gunung Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4180);



(@1t souioN
vieBoN usiequoT ueyeqwey ‘Lp JowoN LOOZ unyey
e{Seuopu) jiqndey Biebe ueleque) yeseeQ Yejupowed
ueeseBBusjedusd sejy uesemeBued ueg ueBuU|qWed

Gueuey 100Z unyel OZ JOWON YeuuoWed ueimelad

{(2zoy sowoN vieboN uURIBqUST UByBqWIE] ‘20T JOWON
000z unye) ejseuopy] yjjqndey eseSeN uemeqwe)
yeseeq uebuene)y] usqemeiBunBBueped uep usejojeBued
Bueuel 000Z unyel SOJ JOWON Yejupewed umimeled

: “(Zcee JowioN vieBoN uelequeT uByeqUIB),
‘PG JoWON (00T unyel ejseuopu} iqndey eseBen
usiBquaT) wound Yeseeq (ebeqes (sujdold Yeupsuted
ueBusuemo)y} UuBp BSnd YEUPOWOL uBBuBUOMO)
Buejue) 000Z unyel Sz JOWON yujuuswed ueinjelad

“(Zese Jouto eiebeN uesequueT Ueysquisy
‘PG JOWON 0661 unyei erebep urieque) uejewioybued
wel uep meoedn epl ‘ledwel ) uep wwdedn
gl ‘yedwe) uje) (eusBuely usimjojosde) uenueIsy
Gumue; QgL unyel Z9 JowoN ywupewsd ueimelsd

(ecvp sowoN eiseuopy) Njjgndey eseBap
uRJEqUoT] UBYequiel ‘9Z) JOWION HO0Z uUnye) eiseucpu
yiqndey esmBoN ueseqwe) yrieeq uBYBUpeiUSd
usp esnd yeupewod eseuy ueBuene) ueBuequied
Bueue} po0Z unyey ¢ JowoN Buepun-Buepun

(Levp towioN ejseuopu| yjiqndey ereBoN
uejequieT ueyeque), ‘Gzi JowoN HOOZ unys), Bjseuopuy|
Jiiqndoy  vseBopy uvlequie]) Yeseeq ueyLjulewsd
Bugusy ooz unyeL gze JowoN Buespun-Buepun

(00VY sowioN
eseBol umiequieT Ueyequsl ‘g9 JOWON $OOZ Uhyer
ejseuopy) yiiqndey wisBoN urieque) eselen uvBuensy
qemep BunBBuej uep useojeBued uvesyUouod
Bueue; p0OOZ unyel gi JowoN Buspun-Suspun

‘(gecy souwioN eselal ueseque] ueyeque]
‘6G JOWON POOZ unysy ejseuopyj XligndeM esefieN
usseque) ueBuspun-Buepuniod ueinjBIoy UBYMUOGIIS
Bueuey 00z unyel O JsowoN Guepun-Buepun

X(0Lp¢ JowoN Bjseuopu) Mjiqndey esebeN
uslequie’] usyequiet ‘Zg JOWON £O0Z unye) eiseuopu
jiiqndey eseBonN uvlequiem) yeleep AN ueipeMiod
Ueme(] Uep Yeiee(] uejpjemiod usmeq ‘rABY uBipemied
ueme(] ‘ye/ijey uejelemedsnulieg sijefeyy ueinpnpe) uep
ueunsng Bumus) £00Z unye) zZ sowoN Buepun-Suepun

‘(98 JowoN ejseuopu) iigndey
ejefoN uessque ueyequel ‘Jp JOWoN €00Z unyel
visouopyj Jyiqndey; eieBepN  uesequwie))  eseBopN
ueBuene)| Bueue) £00Z unyel, L) sowo} Buepun-Buspun

(4

b

0l

(B3



Menetapkan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokcler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noemor o1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 441 [4 5

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
Tata Cara Penyusunan Tata Terib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4417);

1S. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2005
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

| dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS., o

BAB|
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Inl yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;

4, DmnPem!dlanRakyatDaerahymgselanjumyadlaebutDPmadahh

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

LIRS
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10.
1.
12.
13,
14.
15.
16.
17.
18.

18.

20.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dasrah Kabupaten Gunung Mas;

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten
Gunung Mas;

Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gunung Mas;

Sckretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Gunung Mas
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Pemusyarwaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Sekrotariat DPRD;

Kedudukan Protolder adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang
untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara
resmi atau pertemuan resmi;

Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara
resml yang meliputl aturan mengenal tata tempat, tata upacara dan tata
penghormatan kepada seseorang sesual dengan Jabatan dan atau
kedudukannya dalam Negara, pemerintah dan masyarakat;

Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah ateu Lembaga Perwakilan Daerah, dalam
melaksanaken tugas dan fungsi tertentu, dihadirl oleh Pejabat Negara,
Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerinteh Daerah serta undangan lainnya;

Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara
kenegaraan dan acara resmi;

Tata Tompat adalah aturan mengenai urutan tempat bagl Pejabat Negara,,
Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat
tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

Tata Penghormatan adaiah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat
bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat pemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

Uang Representasl adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagal
Pimpinan dan Anggota DPRD;

Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;

Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagal Ketua, Wakil
Keftua dan Anggota DPRD;

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adatah tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagal Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota
Paniia Musyawarah, ateu Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia

Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan, pemeliharaan
kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian
dinss, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
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Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata tampat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagal berikut :

a.
b.

C.

Ketua DPRD disebelah kirl Kepala Daerah;

Wakil-wakll Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah
pejabat instansi vertikal lainnya;

Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah

lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/badan
dan atau satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagal berikut :

a.
b.

c.
d.
e.

Ketua DPRD didampingl oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah
kanan Ketua DPRD;

Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kirl Ketua DPRD;

Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang
rapat.

Pasal 6

Tata tompat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janjl dan Pelantikan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

ooy

Ketua DPRD disebeiah kirl Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janjl dan
Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;

Walkdl-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kirl Ketua DPRD;
Anggota DPR menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;

Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan
pejabat yang akan mengambl Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk
disebelah ldri Wakil-wakil Ketua DPRD;

Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesual dengan kondisi ruang rapat;

Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah setelah pelantikan duduk
disebelah kiri Wakil-wakil Ketiia DPRD;

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah
kanan Pejabat yang mengambil Sumpeah/Janji dan melantik Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.



Pasal 8

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliput] :

a.
b.

Q ™

Pimpinan DPRD duduk sebelah kirl Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan
Tinggl atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;

Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/fanjl, duduk ditempat yang
telah disediakan;

Setelah pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk
di sebelah kirl Kepala Daerah:

Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang
ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD:

Para undangan dan Anggota lainnya duduk ditempat yang telah d!sedlakan:
Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambllan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan
Wakil-wakil Ketua DPRD hasli Pemitihan Umum sobagal berlkut :

a.
b.
c.

d.

L)

@

Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tingg;

Sate!ahPelanﬂkan,KeumDPRDduduktﬂsebelahdeepda Daerah dan
Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebaelah kirl Ketua DPRD:

Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggl duduk
ditempat yang disedizkan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 8

Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan
upacara bendera;

Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehikmatan jalannya Acara
resmi diselonggarakan tata upacara sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.



Baglan Keempat
Tata Penghormatan
Pasal 9

(1) Pimpinan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesual penghormatan
yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan sesual
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

BAB Il
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 10

Penghasiian Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
Uang Representasi;

Uang Paket;

Tunjangan Jabatan:

Tunjangan Panitia Musyawarah;

Tunjangan Komisi;

Tunjangan Panitia Anggaran;

Tunjangan Badan Kehormatan:

Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

FR~0oapopp

Pasal 11

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Uang Reprasentasi;

() Uang Representast Ketua DPRD setara dengan Gajl Pokok Bupati yang
ditetapkan Pemerintah;

() Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (defapan puluh per
seratus) darl Uang Representasi Ketua DPRD;

(4 Uang Representasl Anggota DPRD sebesar 75% (twjuh puluh lima per
seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;

() Selain Uang Representasl yang diberikan sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1), juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang
besamya sama dengan ketentuan yang beriaku pada Pegawal Negeri Sipil.
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Pagal 12

Pemimpin dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;

Uang paket sebagalmana dimaksud pada Ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh
per seratus) darl uang Refresentasi yang bersangkutan.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabaten;

Tunjangan Jabatan sebagaimena dimaksud pada Ayat (1), sebesar 145 %
(ceratus empat puluh lima per seratus) dad masing-masing Uang

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota OPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atay
Komisl atau Panita Anggaran atau Badan Kehomatan atau Alat
Kelengkapan tainnya yang diperiukan, diberikan tunjangan Alat Kelengkapan
sebagal berikut :

a. Ketua Sebesar 7.5 % (Wjuh satengah per seratus) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD; ,

c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD;

d. Anggota sebesar 3 % (liga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD;

Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan
Kehormatan, diberi tunjangan sebagal berikut :

a. Ketua paling tinggl 50 % (Ima puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD; ‘

b. Wakil Ketua paling tinggl 45 % (empat puluh lima per seratus) dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

. Anggota paling tinggl 40 % (empat puiuh per seratus) darl Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD;

Pasal 16

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD disesualkan dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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Baglan Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 16
Pimpinan den Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan

pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran Preml Asuransi =

Kesehatan lkepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;

Besamya Premi Asurans| sebagalmana dimaksud pada Ayat (1) termasuk

biaya general check-up 1 (kall) dalam setahun bagi pimpinan dan anggota
DPRD;

Pembayaran Preml Asuransl scbagalmana dimaksud pada Ayat (1)
dibebankan kopadaAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 17

Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta
periengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Jabatan; :

Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengképannya dan
kendaraan Dines Jabatan dibebankan pada APBD;

Datam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib
mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan
Dinas dalam keadaan balk kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas
beserta parfengkapannya yang penyerahan pomakalannya dituangkan dalam
(g;:g perjanjlan antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing Anggota
Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1), berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan
mur dengan mempathatican prinsif penghematan, kepatutan dan
ran, o
Belanja pemeliharaan rumah dinas dan periengkapannya dibebankan pada
APBD;

Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib
mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya daiam keadaan baik
kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
pemberhentian.
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Pasal 19

Rumeh Jabatan Pimpinan DPRD, mumah dinas Anggota DPRD beserta

dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat

periengkapannya
disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau dlubah struldur
bangunan dan status hulumnya.

M

@

@

L)

@

Pasal 20

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan
Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan;

Tunjangan perumahan sebagalmana dimaksud pada Ayat (1), diberikan
dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan terhitung mulai tanggal

pengucapan sumpah janji;
Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Ayat (2) harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart

harga setempat yang berlaku;
Kotentuan leblh lanjut mengenal besamya tunjangan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

mm Anggota DPRD disadiakan pakalan Dinas beserta Atributnya
a. Pakalan Sipil Harlan disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) Tahun;

b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun;

c. Pakalan Sipll Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (tima) Tahun;

d. :a'l:alan Dinas Harlan Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)
ahun.

Standar satuan harga dan kualitas bahan pakalan Dinas ditetapkan dengan
Peraturan Bupati,

Pasal 22

ggl:ﬂmhl;ai Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahil waris

b.

Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kall uang representasl atau apablla
meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas
sebesar 8 (enam) kall uang representasl;

Bantuan blaya pengurusan jenazah.
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Bagilan Ketiga

Uang Jasa Pengabdian
Pasal 23

Pimpinan atau anggota DPRD yang maninggal dunia atau mengakhiri masa
baktinya diberikan uang jasa pengabdian;

Besamya wang Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
disesuafikan dengan masa bakt Pimpinan dan Anggota DPRD dengan

a. Masa baki kurang dari 1 (satu) Tahun, dihitung satu tahun penuh
dmemmnuang}asapengabdhnusawbulanmngmpmnhsl:

b. Masa bakti sampal dengan 1 (satu) Tahun, diberlkan uang jasa
pengabdian 1 (satu) bulan uang representast;

c. Masa balti sampal dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa
PangabdhnZ(dua)bManuangtepresontasl:

d. Masahldsamaldengana(ﬂga)Mhun,dlbeﬂkanmgjasapengabdhn
3 (ga) bulan uang representasi:

e. Masa bakti sampal dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 4 (empat) bulan uang representast:

f. Masa Balkii sampal dengan § (lima) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian setinggltingginya 6 (enam) butan uang representasi;

i

b
Dalam hal pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa
Pomhn sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada ahli
wa '

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan
dinyatakan diberhentikan secara hormat sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24

Belanja penunjan atan disediakan untuk mendul kelancaran tugas,
fungsl dan &mﬂm ung

Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun
berdasarkan Rencana KerjaTahunanyangdlbhplmnPimpman DPRD;
Fungsi DPRD sshagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :

a. Legistasl;

b. Anggaran;

¢. Pengawasan,
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(9 Rencana Kerja DPRD dapat berupa keglatan :

a. Rapat-rapat;

b. Kunjungan keija; , -

c. Penylapan Rancangan Perauran Dacrah, Pengkajlan dan Penelaahan
Peraturan Daerah;

d. Peninglatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
. Koordinasi dan Konsuitasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan,

() Tugas dan wewenang DPRD sebagalmana dimaksud pada Ayat (1) terdiri
dari ; \
a. Menbentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk
mendapatkan persetujuan bercama;
b. Menetapkan APBD bersama-sama dengan Bupati;
¢.. ‘Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Perauran

Perundang-un lainnya, Keputusan Bupati, APBD, Kebljakan
Pemerintah Da dalam melaksanakan program Pembangunan Daerah
dan kerjasama Intemasional di Daerah:;

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Presiden
melalul Menteri Dalam Negeri;

0. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi
terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan

f Memint; laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam
pelaksana tugas desentralisasi; |

. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan cleh Undang-Undang.

(6) Rencana Kera Tahunan dapat berupa keglatan : Kunjungan Kera;
Penylapan, Pengkajlan dan Penslaahan Peraturan Daerah; Peningkatan
SDM dan Profesionalisme; Dukung Koordinasi keglatan Pemerintah dan

Kemasyarakatan; Keglatan Kepanitiaan dan Rapat-Rapat Fraksi:

(7) Harga satuan belanja blaya penunjang keglatan DPRD disusun secara
ragional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standart barang
dan jasa yang ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

(® Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam

Rencana Satuan Ke dan Dok Satua
Kelja(DAsAl?)m " rja (RASK) men Anggaran Satuan

®) sgznh r'go';nunjang keglatag seba:galsl;t;na dlmaleuddanpaga Aysaet lm?)
Perjatanan mﬁ? Belanja Pemeliharean ol Belania Modal delam Pos
Belanja Selqetariat DPRD;
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Pasal 27

(1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
APBD;

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja
DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disamakan dengan belanja
satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas.
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